
    

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MELAWI 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MELAWI 
 

NOMOR : 16/PW.01-Kpt/6110/KPU-Kab/X/2021 
 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi  tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Melawi. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Baik dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

sebagaimana  telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4150); 

3. Undang . . . 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6409); 

  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4344); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota Menjadi 

Undang . . . 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6512); 

  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 

Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

122); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 671); 

  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1695); 

12. Peraturan . . . 
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  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan 

Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan 

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 

  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 945/PW.01/XI/2021 tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

Tahun 2021; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

KESATU  . . . 

UNIT . . . 
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UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI. 

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum 

Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi. 

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 

mempunyai tugas, wewenang dan fungsi : 

A. Tugas dan wewenang : 

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan 

laporan penerima, pemberian gratifikasi di 

lingkungan KPU Kabupaten Melawi; 

2. Menyampaikan laporan penerimaan, laporan 

perbaikan dan laporan pemberian gratifikasi 

kepada KPK melalui sekretaris jenderal KPU RI; 

3. Menyampaikan hasil penjelasan gratifikasi dan 

usulan kebijakan gratifikasi; 

4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan 

desiminasi aturan gratifikasi di lingkungan KPU 

Kabupaten Melawi; 

5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut 

atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK; 

6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada 

inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila 

terjadi pelanggaran terkait gratifikasi di 

lingkungan KPU Kabupaten Melawi; 

7. Menjamin . . . 
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7. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang 

disampaikan dalam laporan KPU Kabupaten 

Melawi.  

B. Fungsi : 

1. Melaksanakan program dan kegiatan 

perlengkapan di lingkungan KPU Kabupaten 

Melawi; 

2. Melakukan koordinasi dengan tim gratifikasi 

KPU Provinsi Kalimantan Barat; 

3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi; 

4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi 

penerimaan gratifikasi; 

5. Menyampaikan, menginventaris dan 

mendokumentasi subjek pelaporan penerimaan 

gratifikasi; 

6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan 

penerimaan gratifikasi; 

7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi 

di lingkungan KPU Kabupaten Melawi dengan 

tembusan kepada Tim Pengendali Gratifikasi 

KPU Provinsi Kalimantan Barat. 

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 

menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) 

bulan kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik 

Indonesia dan melaporkan hasil pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian 

gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris 

Jenderal KPU Republik Indonesia Cq. Inspektorat 

Utama. 

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi, 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 

bertanggung . . . 
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bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten 

Melawi. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

  Ditetapkan di Nanga Pinoh 

pada tanggal 22 Oktober 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MELAWI, 

 

ttd. 

 

DEDI SUPARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MELAWI 
Sekretaris, 

  
 

 
 

 

Salvator Ronald Suhirman 



 

 LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MELAWI  

NOMOR 16/PW.01-Kpt/6110/KPU-Kab/X/2021  

TENTANG  

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MELAWI 

 

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MELAWI 

 

No Nama Jabatan dalam Kantor Jabatan dalam UPG 

1. Dedi Suparjo, S.Pd.I. 
Ketua KPU 

Kabupaten Melawi 
Pengarah 

2. Wenefrida Kartika W, SH. 
Anggota KPU 

Kabupaten Melawi 
Pengarah 

3. Airin Fitriansyah, S.I.Kom. 
Anggota KPU 

Kabupaten Melawi 
Pengarah 

4. Irfan Affandi 
Anggota KPU 

Kabupaten Melawi 
Pengarah 

5. Abul Kasim, S.Sos. 
Anggota KPU 

Kabupaten Melawi 
Pengarah 

6. Salvator Ronald Suhirman, S.P., M.Si. 
Sekretaris KPU  

Kabupaten Melawi 
Ketua 

7. Istas Pratomo, SH. Kasubbag Hukum Sekretaris 

8. SE. Sujarwo, S.Hut., M.M.Sip. 
Kasubbag Keuangan, 

Umum, dan Logistik 
Anggota 

9. Benedictus Framalonal. A.md. Staf Pelaksana Anggota 

10. Ardi Cahyadi, S.IP Staf Pelaksana Anggota 

  

  Ditetapkan di Nanga Pinoh 

pada tanggal 22 Oktober 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MELAWI, 

 

ttd. 

 

DEDI SUPARJO 

 

 SALINAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MELAWI 

Sekretaris, 
  
 

 
 

 

Salvator Ronald Suhirman 


